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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 

DALAM PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (3), 

Pasal 367 ayat (2), Pasal 386 ayat (4), Pasal 387 ayat (4), dan 

Pasal 389 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; 

 

Mengingat  : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM 

PEMILIHAN UMUM. 
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BUKU KESATU 

KETENTUAN UMUM 

 

BAB I 

PENGERTIAN ISTILAH 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan 

Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu.  

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh yang selanjutnya disingkat KPU 

Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di 

provinsi. 

8. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU/KIP 

Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di 

kabupaten/kota. 

9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat 

kecamatan atau nama lain.  

10. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 

PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk 

melaksanakan Pemilu di luar negeri. 

11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat 

kelurahan/desa atau nama lain. 

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan 

Suara di Tempat Pemungutan Suara. 

13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok 

yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan 

Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara luar 

negeri, kotak suara keliling, atau pos. 

14. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah 

petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani 
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ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap 

Tempat Pemungutan Suara. 

15. Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara 

di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas 

Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk 

oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, 

dan keamanan dalam Pemungutan dan Penghitungan 

Suara di luar negeri. 

16. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

18. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 

badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kabupaten/kota. 

19. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan atau nama lain. 

20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh 

Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

luar negeri. 

21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah 

petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

kelurahan/desa atau nama lain. 

22. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh 

Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu 

Kelurahan/Desa.  
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23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara. 

24. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya 

Pemungutan Suara di luar negeri. 

25. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh 

Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos 

nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda 

gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda 

gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk 

Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama 

calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.  

26. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat 

Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang 

diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, 

calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan 

Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, 

Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara 

rusak/keliru dicoblos.  

27. Pemungutan Suara melalui Pos adalah pelayanan 

Pemungutan Suara bagi Pemilih yang tidak dapat 

memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan. 

28. Pemungutan Suara melalui Kotak Suara Keliling yang 

selanjutnya disebut Pemungutan Suara melalui KSK 

adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih 

dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih 

berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam 

satu kawasan. 

29. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu 

anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota 

DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai 
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